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BAB XVI
POKOK-POKOK PIKIRAN, PROGRAM DAN RENCANA KERJA DiDRD

Bagian Kesatu
Pokok-Pokok Pikiran DPRD

Pasal 165

Penelaahan polkok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud dalam Pasal
65 huruf a merupakan kajian perinasalahan pembangunan Daerah yang
diperoleh dari DPRD berdasarkan risalah rapat dengar penuapat dan/atau
rapat hasil penyerapan aspirasi melalui reses.

Pokok-pokck pikiran dihimpun meclalui Fraksi-Fraksi yang selanjutnya
dirumuskan dalam daftar usulan aspirasi. ,

Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
diselaraskan dengan sasaran dan prioritas pembangunan serta ketersediaan
kapasitas riil anggaran.

Risalah rapat sebagaimana dimaksud pada ayat (1), adalah dokumen yang
tersedia sampai dengan saat rancangan awal disusun dan dokumen tahun

sebelumnya yang belum ditelaah. -

Hasil telaahan pokok-pokok pikiran DPRD dirumuskan dalam daftar
permasalahan pembangunan yang ditandatangani oleh Pimpinan DPRD.

Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1),
disampaikan paling lambat 1 (satu) minggu sebelum Musrenbang RKPD

ditaksanakan.

Pokok-pokok pikiran DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6),
dimasukkar. kedalam e-planning bagi Daerah yang telah memililzi SIPD.

Pokok-pokok pikiran DPPD yang disampaikan setelah melewati batas waktu
sebagaimara dimaksud pada ayat (6), akan dijadikan bahan masukan pada
penyusunan perubahan RKPD dasar perubahan APBD tahun berjalan atau
pada penyusunan RKPD tahun berikutnya.

Bagian Kedua
Frogram dan Rencana Kerja DPRD

Paragraf 1
Program Kerja DPRD

Pasal 166

DPRD menyusun program kerja sesuai dengan tugas dan fungsi masing-
masing ¢ lat kelengkapan DPRD.

Program kerja sebagaimana dimaksud pada ayat ( 1) disusun oleh
Sekretariat DPRD untuk dilaporkan kepada Pimpinan DPRD dan disetujui

dalam rapat paripurna.

Program keria sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun delam bentuk

program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja.
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Penyusunan program, kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja
sebapaimana dimaksud pada ayat (3) dilakvkan pada tahapan
perencanaan dan penganggaran.

Sekretaris DPRD melakukan harmonisasi dan konsolidasi usulan program,
kegiatan, dan indikator serta target capaian kinerja sebagaimana
dimaksud pada ayat (4) ke dalam dokumen rencana Perangka Daerah dan

penganggaran Daerah.

Sekretaris DPRD menyerahkan rancangan akhir program kerja DPRD -
kepada pimpinan DPRD untuk dibahas dalam rapat paripurna,

Repat sebagaimana dimaksud pada ayat (6) dilakukan untuk
mendapatkan persetujuan dari seluruh alat lelengkapan DPRD setelah
proses harmonisasi dan konsolidasi selesai.

Program kerja DPRD sebagaimana dimaksud pada ayat (6) menjadi
pedoman bagi Sekretariat Dewan dalam mendukung kegiatan DPRD.

Program kerja DPRD menjadi bahan dalam penyusunan Renstra
Sekretariat DPRD.

Paragraf 2
Rencana Kerja

Pasal 167

Rencana kerja DPRD disusun berdasarkan usulan rencana kerja alat
kelengkapan DPPD kepada Pimpinan DPRD.

Rencana kerja DPRD dalam bentuk program dan daftar kegiatan.

Daftar kegiatan sebagaimana pada ayat (2) antara lain:

a. Pembahasan kebijakan anggaran:
b. Penyusunan dan Pembahasan rancangan peraturan daerah;

- ¢. Pengawasan penyelenggaraan pemerintahan daerah sesuai bidang

urusan;
kunjungan kerja,

penjaringan aspirasi masyarakat;

Reses

pengkajian, penelaahan, dan Sosialisasi Perda; :
peningkatan kapasitas dan profesionalisme sumber daya manusia di

lingkungan DPRD; _ '
koordinasi dan konsultasi kegiatan pemerintahan dan kemasvarakatan;

dan
kegiatan lain sesuai dengan fungsi, tugas, dan wewenang DPRD

SR S0 o

b—to

Dalam melaksanakan kegiatan pada ayat (3) huruf a, huruf b, huruf ¢ dan
huruf g dapat dilakukan pendampingan dengan lembaga lain atau
uaiversitas yang memiliki kompeternsi dibidangnya.
Pendampingan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) didahului dengan
perjaryjian kerja sama.

Pimpinan DPRD menyampaikan rencana kerja DPRD kepaus sekretaris

DPRD untuk di'akukan penyelarasa:n. -
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(7) Hasil penyelarasar rencana kerja DPRD disampaikan kepada Pimpinan

DPRD untuk dibahas dan ditetapkan dalam rapat »aripurna.

(8) Rencana kerja DPRD yang telah ditetapkan dalam rapat paiipw.na menjadi

pedoman bagi seckretariat DPRD dalam menyusun dokumen rencana dan
anggaran sekretariat DPRD untuk anggaran tahun berikutnya.

(J)) Penetapan rencana kerja DPRD paling lambat tanggal 30 September tahun .
berjalan.

{10) Dokumen rencana dan anggaran diformulasikan oleh sekretariat dewan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

{11) Rencana kerja DPRJD dianggarkan dalam APBD.

Pasal 168

1) Alat kelengkapan DPRD menyampaikan hasil pelaksanaan‘ rencana kerja
dalam rapat paripurna setiap akhir tahun. :

(2) Pimpinan DPRD inempublikasikan ringkasan hasil peléksanaan rcncana
kerja kepada masyarakat paling sedikit setahun sekali.

' BAB XVII

SURAT MENYURAT

Bagian Kesatu
Umuin

Pasal 169

Tata cara pencatat:n surat masuk dan surat keluar serta penanganan
selanjutnya bcik surat yang bersifat terbuka, tertutup maupun’ rahasia, diatur
¢ leh Sekretariat sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedua
Surat Masuk

Pasal 170

(1) Surat yang dialamatkan kepada DPRD diterima oleh Sekretariat dan segera
dicatat serta diberi nomor agenda.

(2) Surat yang dialamatlian kepada fraksi dan yang diterima oleh Sekretariat
dicatat serta diberi nomor agenda tanpa dibuka dan diteruskan kepada

fraksi yang bersangkutan. !

(3) Surat masuk kecuali yang menyangkut tugas intern Sekretariat segera
dijawab oleh Sekretaris atas nama Pimpinan DPRD, yang memberitahukan
kepada pengirim bahwa suratnya telah diterima, dan apabila masalahnya
sedang dalam proses pengolahai, hal ini dapat diberitahukan kepada

" mengirim surat.

Pasal 171
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Surat masuk beserta surat jawaban, sebagaimana dimaksud dalam Pasal
164 ayat (2) disampaikan oleh Sekretariat kepada Pimpinan DPRD.

Pimpinan DP"D menentukan apakah surat masuk tersebut sesuai dengan
pemasalahannya akan ditangani sendiri atau diteruskan kepada alat
kelengkapan lain DPRD atau pimpinan fraksi. '

Apabila Pimpinan DPRD memandang perlu, surat masuk dapat diperbanyak
dan dibagikan kepada seluruh anggota DPRD.

Pasal 172

Sekretariat alat kelengkapan DPRD setelah menerima surat, membuat
deftar penerimaan surat, yang memuat dengan singkat pokok isi surat, dan
segera menyampaikan kepada pimpinan alat kelengkapan DPRD yang

bersangkutan.

Pimpiaan alat «elengkapan DPRD dalam Rapat Pimpinan membicarakar: isi
surat masuk serta cara penyelesaian selanjutnya.

Apabila Pimpinan DPRD memerlukan penjelasan tentarg isi surat jawaban
sebagaimana dimaksud pada ayat (2), masalahnya akan dibicarakan dengan
Pimpinan Alat Kelengkapan DPRD yang bersangkutan. :

Bagian Ketiga
Surat Keluar

Pasal 173

Konsep surat jawaban dan/atau tanggapan terhadap surat masuk yang
dibuat oleh alat kelengkapan DPRD disampaikan kepada Pimpinan DPRD

melalu’ Sckretariat. .

Apabila isi surat jawaban yang dibuat oleh alat kelengkapan DPRD disetujui
oleh Pimpinan DPRD, surat jawaban tersebut segera dikirimkan kepada

alamat yang bersangkutan.

Apabila isi surat jawaban, sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak -
disetujui oleh Piinpinan DPRD, masalahnya akan dibicarakan dengan
pimpinan alat kelengkapan DPRD yang bersangkutan.

(3) tidak

Apabila pembicaraan sebagaimana dimaksud pada aya.
Badan

menghasilkan  kesepakatan, masalahnya diajukan kepada
Musyawarah untuk ditentukan penyelesaiannya selanjutnya.

Pasal 174

Surat keluar, termasuk Surat Undangan Rapat DPRD, ditandatangani oleh
salah seoran1g Pimpinan DPRD atau Sekretaris atas nama Pimpinan DPRD.

Penyampaian undangan sebagaimana dimaksud ayat

peserta repat dapat :
a. secara langsung per kurir;
b. melalui smail atau elektronik lainnya;

c. melalui pesan singkat resmi.

(1) kepada calon
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Pasal 175
Pengiriman surat keluar dilakukan oleh Sekretariat.

Sebelum dikirimkan kepada alamat vang bersangkutan. semua surat keluar
dicatat dan diberi nomor agenda.

Sekretariat menyampaikan tembusan surat keluar kepada alat kelengkapan
DPRD yang bersangkutan dan kepada pihak yang dipandang perlu.

Apabila Pimpinan DPRD memandang perlu, surat keluar dapat diperbanyak
dan dibagikan kepada seluruh anggota DPRD. !

Bagian Keempat
Arsip Surat

Pasal 176

Tata cara penyu<unan arsip surat masuk dan surat keluar diatur oleh

Sekretariat sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2)

(3)

()

BAB XVIII
LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu
Larangan

Pasal 177

Anggota DPRD dilarang merangkap jabatan sebagai;
e. Pejabat negara atau pejabat daerah lainnya;

b. hakim pada badan peradilan; atau _
c. pegawai negeri sipil, anggota Tentara Nasional Indonesia/Kepolisian

Negara Republik Indonesia, pegawai pada bedan usaha milik negara,
badan usaha milik daerah, atau badan lain 'yang anggarannya

bersumber dari APBN/APBD.
Anggota DPRD dilarang melakukan pekerjaan sebagai pejabat: struktural
pada lembaga pendidikan, akuntan publik, konsultan, advokat atau .

pengacara, notaris, dan pekerjaan lain yang ada hubungannya dengan
tugas dan wewenang DPRD serta hak sebagai anggota DPRD. .

Anggota DPRL dilarang melakukan korupsi, kolusi, dan nepotisme.

Bagian Kedua
Sanksi

Pasal 178

Anggota DPRD yang tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 99 dikenai sanksi berdasarkan keputusan badan

kehormatan.
Jenis sanksi sebagaimana dimaksud sebagaimana ayat (1) berupa:

a. teguran lisan; dan/atau
b. teguran tertulis.
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BAB XIX

TATA CARA PERUBAHAN TATA TERTIB

Pasal 179
(') Usul perubahan peraturan tata tertib DPRD dapat diajukan oleh lebih dari
Y2 |setengah) dari jumlah anggota DPRD.

(2) Usul perubahan yang berasal dari anggota DPRD, sebagaimana dimaksud
p;da ayat (1) dengan penjelasannya, diajukan secara tertulis kepada
Pimpinan DPRD yang disertai dengan daftar nama dan tandatangan

pengusul serta nama fraksinya.

BAB XX
KETENTUAN LAIN-LAIN
Pasal 180

(1) Anggota DPRD vang melakukan perjalanan keluar negeri harus terlebih
dahulu mendapatkan izin dari Menteri.

(2) Tata cara pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan
sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangean.

Pasal 181

Sekretaris DPRD wajib melaporkan kepada Gubernur, sebagai wakil Pemerintah
Pusat melalui Bupati status hukum anggota DPRD yang terlibat dalam kasus
tindak pidana dengan tembusan disampaikan kepada Menteri.

= BAB XXI
KETENTUAN PENUTUP
Pasal 182
Pada saat Peraturan DPRD ini 'nulai berlaku, Peraturan Dewan Perwakilan
Rakyat Daerah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah Kabupaten Rembang (Berita Daerah Kabupaten Remb-ng Tahun
2018 Nomor 47), dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 183

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Tata Tertib ini, sepanjang mengenai
pelaksanaannya, ditetapkan oleh Pimpinan DPRD dengan memperhatikan
pertimbangan Badan Musyawarah serta memperhatikan ketentuan peraturan

" 'perundang-undingan.

Pasal 184
Peraturan DPRD ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
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Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan
-~ DPRD ini d2ngan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Rembang.

Ditetapkan di Rembang
pada tanggal 25 September 2019

KETUA DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH
KABUPAZEN REMBANG,

I iundangkan di Rembang pada tanggal 2019

SEKRETARIS DAERAH
k ABUPATEN REMBANG,

£ UBAKTI
BERITA DAERAH KABUPATEN REMBANG TAHUN 2019 NOMOR



